BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan dalam Administrasi Publik
1. Pengertian Administras Publik

Administrasi Publik adalah terjemahan dari bahasggris public
administration Istilah ini terdapat pada pernyataan pidato pkualgan Prof.
Soempomo yang dikutip oleh Thoha (2008, h.44),uypiiblic administration,
dan diterjemahkan sebagai administrasi negara dealg@gan untuk perwujudan
perhatian pada kegiatan negara, karena pada sa&ewenangan mengelola
pemerintahan semuanya masih serba negara, madyanakapakan salah satu
komponenpublic yang belum diberi kesempatan untuk mengelola pemerintaha
pada saat itu. Gerald Caiden dalam Thoha (2008 nierijelaskan bahwa disiplin
administrasi publik ini pada hakikatnya adalah wsualisiplin ilmu yang
menanggapi masalah-masalah masyargkablic affairg, dan manajemen dari
usaha-usaha masyarakat.

Salah satu ciri dari adminitrasi publik mencoba rokuskan kembali
pada masalah yang dihadapi, dengan menggunakaragaeripendekatan.
Pernyataan Gerald Caiden dalam Thoha (2008, h.hjetaskan fungsi utama
administrasi publik adalah untuk membantu memeaalmkasalah-masalah yang
sedang berkembang di masyarakat. Pemecahan masasaheh yang
berkembang pada masyarakat ini tentunya harus isdesagan ruang lingkup

hukum yang telah ditetapkan, sejalan dengan pesmikBeorge J.Gordon dalam
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Sjamsiar (2006, h.117), memaparkan administrasiilpigebagai keseluruhan
proses baik yang dilakukan organisasi maupun pegara berkaitan dengan
penerapan dan pelaksanaan hukum dan peraturandyegigarkan oleh badan-
badan legislatif, eksekutif, dan peradilan. Dalaah imi admiministrasi publik
berfungsi sebagai pengelolaan, dan pengendaliaratkagpemerintahan yang
secara sah menurut hukum, sehingga tidak terjadlygi@hgunaan wewenang,
sehingga merugikan negara dan masyarakat. Selainang lingkup administrasi
publik adalah dalam pengelolan negara, dan menmiegdra menjadi semakin
sejahtera, hal ini tidak lepas dari usaha bersaat@dmencapai suatu tujuan.
Pendapat Herbert Simon sendiri dalam Sjamsiar (2008617), menjelaskan
administrasi publik adalah kegiatan dari sekelompakusia dalam mengadakan
usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.aUpagicapaian tujuan
bersama ini dimaksudkan mengendalikan, memininalipienyalahgunaan
wewenang pemerintah, serta membuat masyarakat adnsejahtera.

Sehingga berdasarkan pada pendapat-pendapat tedgtat disimpulkan
bahwa pada dasarnya administrasi pubik dalam pemeini merupakan usaha
bersama yang dilakukan dalam rangka memecahkan apalaman yang
berkembang di dalam masyarakat dengan tujuan ntakeip keadilan, serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Definisi Kebijakan Publik
Pemahaman ruang lingkup administrasi publik, sedeaigan penjelasan
Gerald Caiden dalam Thoha (2008, h.7), yakni mé&milingsi untuk membantu

memecahkan masalah-masalah yang sedang berkembaagyarakat. Masalah-
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masalah yang sejak lama berkembang secara luasgiianakat ini kemudian,
memunculkan sebuah keputusan-keputusan penting gaiebbagian dari
penyelesaian masalah tersebut. Pendapat Abdul Wa64aB, h.5) menjelaskan,
bahwa masalah-masalah yang sedang berkembang vanalest tidak mungkin
diatasi secara individual, namun diatasi secarakkibl hal ini dikarenakan
adanya berbagai alasan, seperti adanya pertimbateyarmspek politis, teknis,
administratif, dan finansial. Sebagai contoh migalpenanganan persediaan sapi
menjelang Idul Fitri, barang-barang konsumsi tettegtari produk-produk asing
membanjiri pasar domestik menggusur produk lokakbBgai masalah tersebut
tidak dapat diatasi secara individual, melainkam$lah diatasi secara kolektif.
Hubunganpublic administrationini terhadap masalah-masalah tersebut,
menurut Islamy (2007, h.10) berkaitan dengan selelesar pengaruh negara
dalam kepentingan publik. Untuk itulah lahirnyatsukeputusan-keputusan yang
dibuat oleh negara dalam rangka menyelesaikan alasshsalah publik,
mekanisme ini yang kemudian melahirkan isitilahijeddan publik. Definisi lebih
lanjut mengenai kebijakan publik jika di telaah aac mendalam berdasarkan
pada pendapat para pakar ahli, antara lain segmrg dipaparkan oleh Jenkins
(1978) dalam Abdul Wahab (2012, h.15) yang merumnskebijakan publik
sebagai berikut :
“A set interrelated decisions taken by a politicattor or group of actors
concerning the selection of goals and the meansacbieving them within a
specified situation where these decisions shoal@rinciple, be within the power
of these actors to achievesgrangkaian keputusan yang saling berkaitan yang
diambil oleh seorang aktor politik, atau sekelommdtor, berkenaan dengan
tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untekicapainya dalam suatu situasi.

Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berddlam batas-batas
kewenangan kekuasaan dari para aktor).
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Penafsiran tersebut dapat dipahami sebagai keput@s®y diambil, dalam
rangka mencapai suatu tujuan, serta keputusarbtéregasih berada pada suatu
wewenang sekelompok aktor-aktor kebijakan yangperl Pemahaman pendapat
Jenkins (1978) tersebut, sebenarnya dijelaskan glala Syafroni (2012, h.159)
sebagai seperangkat keputusan-keputusan yang setkajt yang diambil oleh
aktor-aktor politik atau kelompok yang berkaitaendan seleksi dari tujuan-
tujuan, dan alat untuk mencapai tujuan tersebutndaituasi yang spesifik di
mana keputusan-keputusan itu secara prinsip befiadatara kekuasaan aktor-
aktor tersebut untuk dicapai.

Berdasarkan dari pemahaman tersebut, maka pengagans (1978) dapat
disimpulkan sebagai hasil suatu keputusan yang ldiasteh sekelompok aktor,
untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana kespantuersebut masih berada
dalam kewenangan sekelompok aktor tersebut. Kemuokisputusan yang
diambil dalam mencapai suatu tujuan tertentu, dtpat pula dimaknai sebagai
produk dari hasil usaha memecahkan masalah-magalaik, hal ini didasarkan
pendapat yang dikemukan oleh Lemieux (1995) daléaiuRAWahab (2012, h.15)
yang mengatakan bahwa perumusan kebijakan pulp&hdmi sebagai produk
aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memeeahkasalah-masalah publik
yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakula@eh aktor-aktor politik yang
hubungannya terstruktur.

Berdasarkan penjelasan lain terkait dengan keljakablik, yang
menyebutkan bahwa hal ini merupakan strategi petaéridalam mewujudkan

masyrakat yang dicita-citakan, mengacu pada pgal Nugroho (2009, h.84)



17

yang memaknai kebijakan publik sebagai strategukumbhengantar masyarakat
pada masa awal, memasuki masyarakat pada masasifranguk menuju
masyarakat yang dicita-citakan. Maksud dari masgdngang dicita-citakan dapat
terlihat dari masing-masing visi maupun misi ardaerah bersangkutan. Selain
itu kebijakan publik dapat dilihat dari jenis prédyang dikeluarkan, dimana
menurut Nugoho (2009) bentuk produk tersebut ddiategorikan ke dalam tiga
hal, yakni:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umumjwdierupa UUD
1945, UU atau peraturan pemerintah pengganti, yrammtpemerintah,
peraturan presiden, serta perturan daerah.

2. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengadhnijakan ini
dapat berbentuk peraturan menteri, surat edarantememperaturan
gubernur, peraturan bupati. Kebijakannya dapat heaupa surat
keputusan bersama atau SKB antar menteri, gubetannyvalikota.

3. Kebijakan publik yang bersifat mikro yakni kebijakgang mengatur
pelaksanaan atau implementasi kebijakan diatasnyentuk
kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan afgdrat publik di
bawah menteri, gubernur, dan walikota. Nugoho (2099)

Dari berbagai pemahaman kebijakan publik tersebmigka dapat
disimpulkan, bahwa kebijakan publik merupakan sgkammn tindakan dari
berbagai aktor untuk membuat suatu keputusan, isdengan kesepakatan yang
mana berhubungan dengan penyelesaian masalah ,psklilangkan produk
kebijakan, yang dikeluarkan dapat dikategorikanagab produk yang bersifat
menengah, yakni peraturan gubernur, peraturan lilaeoaor 5 tahun 2007
tentang trantibum, berikut surat edaran bupataiedengan para PKL, antara lain

surat keputusan bupati nomor 188/597/404.1.3.2/284:3genai pembentukan tim

koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagandiké&kbupaten Sidoarjo.
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3. Pemahaman | mplementasi K ebijakan
a. Pengertian Implementasi K ebijakan
Pengertian implementasi di dalam studi kebijakablipudikatakan bukan
sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjali@@uiusan-keputusan
politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melaluilusan-saluran birokrasi,
melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkatsaiah konflik, keputusan,
dan siapa dan apa yang didapat dari suatu kebijdkgriementasi merupakan
aspek yang penting dari proses kebijakan, dimamauméNugroho (2009, h.494)
implementasi pada prinsipnya adalah cara agar kétel@jakan dapat mencapai
tujuannya. Terdapat dua pilihan dalam mengimpleasgkannya, yakni langsung
mengimplementasikannya dalam bentuk program, sédangang kedua adalah
melalui formulasi kebijakan derifat atau turunani #abijakan publik tersebut.
Pada dasarnya kebijakan sendiri pelaksanaannya digadakan berhasil,
atau gagal. Penilaian suatu kegagalan kebijakadabarkan pada penjelasan
Hogwood dan Gunn (1986) dalam Abdul Wahab (201228), yang menyatakan
terdapat pembagian pengertian kegagalan kebijagatakam dua kategori besar,
yaitu tidak terimplementasikan, dan implementasingyatidak berhasil.
Pemahaman tidak terimplementasikan, berarti sua&fnijadkan tersebut tidak
dilaksanakan sesuai dengan rencana, dimungkinkam&aihak-pihak terlibat di
dalam pelaksanaannya tidak mau berkerja sama, kdeena mereka tidak
sepenuhnya mengusai permasalahan, kemungkinan s@atan yang dihadapi
diluar jangkauan kekuasaan pihak implementatorin§gh seberapapun gigihnya

dalam mengimplementasikan, hambatan-hambatan y@m¢gidak sanggup untuk
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ditanggulangi. Sementara Implementasi yang tidakds#l biasanya terjadi ketika
suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan seslemigan rencana, namun
mengingat kondisi eksternal ternyata tidak mengugken, yang kemudian
kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkdampak atau hasil yang
dikehendaki.

Salah satu pandangan dari salah seorang pakatedtdit dengan proses
implementasi adalah Van Meter dan Van Horn (198 Abdul Wahab (2012,
h.135) yang merumuskan proses implementasi sebaghkut :

“Those actions by public or private individuals @youp) that are directed at the
achievement of objective set fort in prior policgcion.”(tindakan-tindakan

yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabtau kelompok pemerintah
atau swasta yang diarahkan pada tercapainya ttygizem yang telah digariskan
dalam keputusan kebijakan).

Pandangan Van Meter dan Van Horn (1978) tersebidribatasi pada
tindakan para pejabat dalam mencapai tujuan yatah tditetapkan dalam
pembuatan keputusan kebijakan, pendapat tersebarn d&bdul Wahab (2012,
h.135) dinyatakan sebagai upaya pengimplementasehiiah kebijakan yang
memerlukan adanya tindakan-tindakan, diwujudkaarddbentuk kegiatan dalam
mengimplementasikannya. Pandangan lainnya terkahgah pemahaman
Implementasi kebijakan adalah berdasarkan pandaMgamanian dan Sebatier
(1979) dikutip Abdul Wahab (2012, h.135) yang mangendefinisikan
implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah guaigram dinyatakan
berlaku, atau dirumuskan merupakan fokus perhatigslementasi kebijakan,
yakni kejadian-kejadian dan kegitan-kegiatan yangal sesudah disahkannya
pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup ba#&ha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkaalsekibat/dampak nyata
pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”
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Pernyataan tersebut menjelaskan dalam suatu pelegr@aptasian
kebijakan, perlu adanya pemahaman kegiatan yaaf) witetapkan, atau yang
dirumuskan dalam rangka pencapaian tujuan daritkepo kebijakan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Jika disimpulkan proseseamphtasi dari dua pakar ahli
tersebut, yakni Van Meter dan Van Horn (1975),sséfaizmanian dan Sebatier
(1959), oleh Abdul Wahab (2012, h.136) dijelaskabagai sebuah proses
implementasi yang sesungguhnya tidak hanya menyamgkilaku badan-badan
administratif, serta bertanggung jawab untuk melakkan program dan
menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaratgink@an pula menyangkut
jaringan-jaringan politik, ekonomi, dan sosial ydaggsung atau tidak langsung
dapat memengaruhi perilaku dari semua pihak yaripae Sehingga akhirnya
berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkaopuma yang tidak
diharapakan.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat aliiket bahwa
implementasi kebijakan publik sesungguhnya adalasgs pencapaian tujuan
yang telah yang diputuskan pemerintah, yang tidegad dari pengaruh
lingkungan untuk menyelesaikan suatu permasalaheamg yberkembang di
masyarakat.

b. Model-model Implementasi K ebijakan.
Kebijakan publik tidak lepas pula dari upaya pelegientasiannya.
Dalam memahami implementasi kebijakan ini sesuagde pandangan Abdul
Wahab (2012, h.163) yang menyatakan terdapat duadegatan dalam

memahaminya. Pemilahan pendekatan pertama adalalenentasi kebijakan
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yang berpola dari atas kebawabp(dowr), dan yang kedua adalah kebalikannya
dari bawah ke atasdttom-up. Beberapa penjelasan di bawah ini merupakan
pendapat para ahli terkait dengan berbagai macardegatan yang digunakan
dalam implementasi kebijakan :

1) Implementasi Kebijakan Publik menurut Donald Vanttéedan Carl Van

Horn.

Salah satu Implementasi kebijakan model Van Meatgr Van Horn juga
dikenal dengan pendekatan Top Down, serta disaellatgengam model of the
Policy ImplementationModel ini menawarkan suatu pendekatan yang mencob
untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengaleimgntasi dan suatu model
konseptual yang menghubungkan kebijakan dengamj&irfeendapat Van Meter
dan Van Horn dalam Abdul Wahab (2012, h. 164) @rasmembuat tipologi
kebijakan menurut jumlah masing-masing perubahag ykan dihasilkan, serta
jangkauan atau lingkup komitmen terhadap tujuaantiira para aktor, atau pihak-
pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Modanemiliki enam variabel
yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik. Mod@nWeter dan Van Horn
dalam Agustino (2008, h.142-144), terdiri dari:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan ini menjadi salalus@lak ukur
yang paling ditinjau dalam pengimplementasian ladain, hal ini
menurut Agustino (2008, h.142) dapat diukur tingkaberhasilannya
jika dan hanya tujuan kebijakan memang realistisgda sosiokultur

yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukltebijakan atau
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kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis)ukndilaksanakan di
level warga, maka agak sulit memang merealisadikdijakan publik
hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebjakan lainadgdaa sumber
daya. Dimana menurut Agustino (2008, h.142) impletas kebijakan
sangat tergantung dari kemampuan untuk memanfaatkaer daya
yang tersedia. Manusia merupakan salah satu sumigs yang
terpenting dalam menentukan arah kebijakan yang dieanbil.
Karakterisitik Agen Pelaksana

Pusat perhatian lainnya dalam implementasi kehnjatexletak
pada karakteristik agen pelaksana. Hal ini men@gutstino (2008, h.
143) meliputi organisasi formal dan organisasi rimfal yang akan
terlibat dalam pengimplementasian kebijakan pubfiarakteristik itu
penting, dikarenakan kinerja implementasi kebijagahlik akan sangat
banyak dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta catekgan para agen
pelaksananya. Misalnya implementasi kebijakan gublintuk
mengubah perilaku atau tindak laku manusia seealiial, maka agen
pelaksana projek itu haruslah berkarekteristik &edan ketat pada
aturan serta sanksi hukum.begitu pula sebaliknysbikp tidak perlu
merubah perilaku manusia, maka agen pelaksanadmmgnkan tidak

setegas yang digambarkan.
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4) Sikap/Kecenderungam(spositior) para pelaksana
Sikap penenolakan perimaan atau penolakan dan)aielaksana
akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan idnya kinerja
implementasi kebijakan publik. Pandangan Van Megar Van Horn
dalam Agustino (2008, h.143) menyatakan sikap amgst mungkin
terjadi diakrenakan kebijakan yang dilaksanakan ahldah hasil
formulasi warga setempat yang mengenal betul plrsoaan
permasalahan yang mereka rasakan.
5) Komunikasi Antarorganisasi dan aktivitas pelaksana
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam
implementasi kebijakan publik. Semakin baik kooadin diantara
pihak-pihak yang terlibat, maka menurut Agustindd0@, h.144)
kesalahan-kesalahan dalam proses implementasinga akmakin
kecil.
6) Lingkungan, Ekonomi, Sosial, dan Politik
Dalam hal ini sejauh mana lingkungan eksternalttorendorong
keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkaebih lanjut
Agustino (2008, h.145) menjelaskan lingkungan $pogkonomi, dan
politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumben @agagalan

kinerja implementasi kebijakan publik.
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2) Implementasi Kebijakan Publik model C. Edwardg1880)

Pemahaman model implementasi kebijakan yang kedakala menurut
pandangan Edward IIl (1980). Pandangan EdwardlBBQ) ini dalam Nugroho
(2009, h.512) Dberkaitan dengan lemahnya perhatiaaland upaya
mengimplentasikan. Lebih lanjut Edward Il (1980alain Nugroho (2008,
h.513), menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuam mglaksanaan sebuah
kebijakan hendaknya untuk memerhatikan empat unpokok dalam
mengimplementasikan kebijakan, antara lasommunication (komunikasi)
resource(sumber daya)dispotition or attitudegdisposisi) and beureauchratic
structure(struktur birokrasi).

1. Komunikasi.

Dalam sebagian besar pengimplementasian kebijakesur yang paling
penting dari pelaksanaan kebijakan adalah komunikdemahaman komunikasi
sendiri mengacu pada pandangan Edward Il (198@ydalugroho (2009, h.512)
berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikagkala organisasi dan/
atau publik, ketersediaan sumber daya untuk mehaksa kebijakan, sikap dan
tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimanakiir organisasi pelaksana
kebijakan. Antar badan pelaksana kebijakan yardpaémenurut Abdul Wahab
(2012, h.174) harus ada komunikasi/koordinasi ysemgpurna, akan tetapi lebih
lanjut menurut pandangan Abdul Wahab (2012, h.lifnb) bahwa hampir
mustahil untuk menciptakan koordinasi yang sempugraebut, dikarenakan

kebanyakan organisasi publik umumnya bercirikanngaladepartementalisasi,
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pofesionalisasi, dan aneka kegiatan dari berbagjainkpok yang boleh jadi ingin

melindungi nilai-nilai, tujuan, dan kepentingan-kapngan mereka sendiri.

Oleh karena itu untuk menciptakan koordinasi yaegq@murna dapat
ditempuh dengan salah satu cara, melalui pendapatl Kl1976) dalam Abdul
Wahab (2012, h.174), yakni untuk mencapai implea®nkebijakan yang
sempurna barangkali diperlukan suatu sistem adtrasisunggal, seperti halnya
satuan tentara yang besar, tapi hanya memilikasakomando tanpa ada konflik
didalamnya. Pemikiran tersebut menjelaskan untukngmi@dari adanya
departementalisasi, pofesionalisasi, dan anekaateygidari berbagai kelompok
yang boleh jadi ingin melindungi nilai-nilai, tujpadan kepentingan-kepentingan
mereka sendiri perlu adanya satuan komando dalavakgelaksanaan kebijakan
agar terjadi koordinasi yang baik antar badan sala&.

Sedangkan untuk menilai sejauhmana pelaksanaan rikasu tersebut
dapat dikatakan telah optimal atau tidak, pemikikadward Il (1980) dalam
Agustino (2008, h.150-151) mengemukakan tiga vatiablalam penilaian
komunikasi tersebut, yakni transmisi, kejelasam, kiansistensi :

a) Transmisi. Berdasarkan pendapat Agustino (200850),1 penyaluran
komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan sumplementasi yang
baik pula. Hambatan-hambatan yang biasa terjach pathsmisi komunikasi
ini lebih lanjut dijelaskan oleh Winarno (2005, 27}, akibat adanya
pertentangan antara pelaksana kebijakan dengantgferyang dikeluarkan
oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti em akengakibatkan distorsi

(gangguan) dan hambatan yang langsung terdapaimd&i@amunikasi
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kebijakan. Yang kedua adalah informasi yang disa@ikapamelalui tingkatan

hierarki birokrasi yang banyak. Distorsi informésijadi karena panjangnya
rantai informasi yang dapat mengakibatkan biasriési. Ketiga, masalah
penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persi#gs ketidakmampuan
para pelaksana dalam memahami pelaksanaan-pelakssuatu kebijakan.

b) Kejelasan. Pendapat Agustino (2008, h.151) menkabukomunikasi yang
diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelasktis@mbingungkan, atau
tidak ambigu (mendua). Ketidakjelasan pesan ke#ijakidak selalu
menghalangi implementasi pada tatanan tertentua pataksana tersebut
membutuhkan flektabilitas dalam melaksanakan kkdija Namun
ketidakjelasan pesan komunikasi ini pada tatanamya berdampak pada
penyelewengan tujuan yang hendak dicapai. Dimemnsmienurut Widodo
(2012, h.97) menghendaki agar kebijakan dapat ichigerdengan jelas
sehingga diantara mereka mengetahui apa yang mefhmdksud, tujuan,
dan sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut

c) Konsistensi. Sebagaimana pemaparan Agustino (2008,1) dalam unsur
komunikasi, perintah yang diberikan dalam pelakaansuatu komunikasi
harus konsisten dan jelas untuk diterapkan ataladikan. Jika perintah yang
diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menirabukebingungan bagi
pelaksana di lapangan.

Jadi berdasarkan ketiga aspek tersebut dapat aditirgejauhmana
komunikasi yang sedang maupun vyang telah berlaggsutalam

pengimplementasin kebijakan dikatakan berjalan téfegelain itu dari ketiga
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variabel tersebut sejauhmana peranan komunikasimdalenentukan keberhasilan
pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan. $@talan yang efektif terjadi
apabila para pembuat keputusan sudah mengetahuyaagaakan dikerjakan.
Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapalabedengan baik, apabila
komunikasi yang dilakukan berjalan dengan baik ,pséhingga setiap keputusan
dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikankd@aiunikasikan) kepada
bagian personel yang tepat.

Peninjauan aspek komunikasi pada implementasi&ein Perda Nomor.
5 Tahun 2007 terhadap PKL di kawasan sempadanrdbeo®, hal pertama yang
perlu dilihat, adalah komunikasi para pelaksanaj&iedn, yang berkaitan dengan
sejauhmana koordinasi yang terjalin antar parakpal@a tersebut (apa yang
menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substanskel@jakan peraturan daerah
tersebut). Untuk hal yang kedua adalah komunikasgyerjalin antara kelompok
sasaran dengan para pelaksana kebijakan (dalanmiledalah tinjauan terkait
sosialisasi yang diberikan para pelaksana kebijéddradap kelompok-kelompok
sasaran), serta hal yang ketiga adalah komunikasg yterjalin antara para
pelaksana kebijakan dengan masyarakat sekitar.

2. Sumber daya

Walaupun telah terjadi komunikasi terkait dengankebijakan, namun
apabila kekurangan sumber daya maka implementis( akan berjalan efektif.
Seberapapun konsistensinya ketentuan-ketentuan atatan-aturan, serta
bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-waterdgtau aturan-aturan

tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bggiamg jawab untuk
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melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber deyak melakukan

pekerjaan secara efektif, maka implementasi ketijakrsebut tidak akan efektif.
Sumber daya sendiri menurut Widodo (2012, h.104rupakan sarana dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan, kekurangarbsumaya menyebabkan
ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi ketayanan yang diberikan
tidak kuat, dan pengaturan yang beralasan tidak dk@&mbangkan. Oleh karena
itu menurut Agustino (2006, h.158-159), sumber deyerupakan hal penting
dalam implementasi kebijakan yang baik. Terdapdietapa indikator yang

digunakan Edward 11l (1980) dalam Agustino (2008juk melihat sejauhmana
sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakatara lain sebagai berikut:

a) Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kelmjakkalah staf atau
pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam imeteéasi kebijakan,
salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yaa$ tdkup memadai,
mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangRgmambahan staf
dan implementor saja tidak cukup menyelesaikanopéaa implementasi
kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan dgafgan keahlian dan
kemampuan yang diperlukan (kompeten) dalam mengimghtasikan
kebijakan.

b) Informasi. Informasi ini mempunyai dua bentuk, ygiertama, informasi
yang berhubungan dengan cara melaksanakan kehijkdna, Informasi
mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadapuger dan regulasi
pemerintah yang telah ditetapkan.Implementor héabhs apakah orang
lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakareterspatuh pada hukum
atau tidak.

c) Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifatalfoagar
perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewggmranmerupakan
otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana kiedijayang ditetapkan
secara politik. Ketika wewenang tidak ada, makaukékn implementor di
mata publik tidak di legitimasi. Tetapi dalam kdgelainnya, ketika
wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kbsal dalam melihat
efektifitas kewenangan. Di satu pihak, efektifikesvenangan diperlukan
dalam implementasi kebijakan, tetapi di sisi lamngfektifitas akan
menyurut ketika wewenang disalahgunakan oleh patakpana demi
kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

d) Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor pentidglam implementasi
kebijakan. Implementator mungkin mempunyai staf gyanencukupi,
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kapabel, dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasgieandukung (sarana

dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersielaltakan berhasil.

(Agustino, 2008, h.151-152)

Berdasarkan dari pemahaman diatas tanpa adanyaghrksumber daya
berarti terhadap pelaksanaan kebijakan, menyebablatu kegagalan dalam
impementasi kebijakan tersebut. Sebaliknya sumbga dgang memadai dapat
menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan kebijak&alipun tidak menjamin
bahwa suatu pelaksaanaan kebijakan akan dapaas#igasiai dengan tepat dan
lancar. Pada implementasi kebijakan Perda Nomah&n 2007 terhadap para
PKL di kawasan sempadan afvoer bono, sumber daya parlu dilihat adalah
jumlah staff pelaksana kebijakan, informasi yardpgdatkan oleh para pelaksana
kebijakan, sejauhmana wewenang yang diberikan dafphapara pelaksana
kebijakan, serta fasilitas pendukung, baik berwgrarea, maupun prasarana yang
diberikan kepada para pelaksana kebijakan.

3. Disposisi

Variabel ketiga dalam mempengaruhi keberhasilan lementasi
kebijakan menurut Edward Il (1980) dikutip Nugroki@009, h.153) adalah
disposisi. Pandangan Edward Il (1980) sebagaintijgdaskan oleh Nugroho
(2009, h.153), menyatakan disposisi berkenaan dengasediaan para
implementor untulcarry out kebijakan publik. Kecakapan saja tidak mencukupi
tanpa diiringi kesediaan dan komitmen para pelaks&ebijakan untuk
melaksanakan kebijakan. Disposisi ini menurut Aiges{2008, h.152) dipahami
sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki ol&nplementator, seperti

komitmen, kejujuran, serta sifat demokratis.
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Ketika implementor memiliki sifat yang berbeda dapa yang diinginkan
oleh pembuat kebijakan, maka proses implementaisijakan menjadi tidak
efektif. Disposisi ini berdasarkan pendapat Wina(g0605, h.142-143) sendiri
merupakan faktor yang mempunyai konsenkuensi pgnbagi implementasi
kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana memaiuikgcenderungan sikap
positif atau adanya dukungan terhadap implemeraisijiakan, maka terdapat
kemungkinan yang besar akan terlaksananya implesiekibijakan sesuai
dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jikea pgelaksana bersikap
negatif atau menolak implementasi kebijakan, kalerdlik kepentingan, maka
implementasi kebijakan akan menghadapi kendalaukJntelihat sejauhmana
disposisi para pelaksana kebijakan, maka variaheilvel yang menjadi
perhatian Edward 11l (1980) dalam Agustino (2008,92-153), menjelaskan 2
variabel yang mempengaruhi, yakni pengangkatarkizitaan insentif:

a. Pengangkatan Birokrat.

Sikap para pelaksana kebijakan akan menimbulkanb&@am-hambatan
yang nyata terhadap implementasi kebijakan, dintaeaurut Agustino (2008,
h.152), apabila personel yang ada tidak melaksankébijakan yang diinginkan
oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Kecenderurggmolakan para badan
pelaksana yang menolak sudah barang tentu akanefekan terhambatnya
proses pelaksanaan kebijakan. Untuk mengatasi giestbetingkat kepatuhan dari
setiap badan pelaksana, selain pengangkatan daiihaenpersonel pelaksana
kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki deslikada kebijakan yang telah

ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan avaathu masyarakat, juga
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diperlukan adanya suatu sistem yang mengatur agdanbbadan pelaksana
tersebut, mau menjalankan kebijakan yang telahadibu
Sistem tersebut diharapkan dapat mengatur badambamblaksana
tersebut, mau menjalankan kebijakan yang telahatlibvalaupun dengan tingkat
disposisi yang berbeda-beda, hal ini pula didasatkeh pendapat oleh Abdul
Wahab (2012, h.186) yang mengatakan perlu adarsia sistem dimana setiap
peraturan perundangan memiliki kemampuan untuk rdek@zan kepentingan
hierarki badan-badan pelaksana. Tingkat keterpadiienarki di antara badan-
badan pelaksana tersebut sendiri menurut Abdul W4B812, h.187) sedikit
banyak akan dipengaruhi oleh :
a. Jumlah titik-titik veto atau pihak-pihak yang dapatembatalkan
keputusan yang terdapat dalam usaha pencapaiam togumal.
b. Seberapa jauh para pendukung bagi tercapainyantupemiliki cukup
pengaruh dan wewenang memberikan sanksi, untukufinyla kepatuhan
di kalangan mereka yang memiliki potensi untuk metoyv
Penilaian sejauhmana upaya pejabat untuk mewujudkatu undang-
undang (regulasi) menurut Abdul Wahab (2012, h.2€4dikitnya terdiri dari dua
komponen, yang mana pertama arah dan ranking tijyaan kebijakan dalam
skala prioritas pejabat-pejabat tersebut, dan kdadumampuan pejabat-pejabat
tadi dalam mewujudkan prioritas-prioritas tersebygkni kemampuan mereka
untuk menjangkau apa yang dalam keadaan normalt ddipapai dengan

memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia. Pen#ngassoalan sikap, dan
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kemampuan ini tentu saja tergantung pada luas nidalkebebasan bertindak
yang dimiliki administrator.
b. Insentif.

Pengertian insentif ini menurut pandangan Edwaid(1B80) dalam
Agustino (2008, h.153) merupakan salah satu telmikg disarankan untuk
mengatasi masalah kecenderungan para pelaksarjakiaebiyakni dengan cara
memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergeeatasarkan kepentingan
dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif olehrapgembuat kebijakan
mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.gébercara menambah
keuntungan atau biaya tertentu, mugkin akan merfgkdor pendorong yang
membuat para pelaksana menjalankan perintah ddraglanHal ini dilakukakan
sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi ataanma@gsi. Selain itu teknik
insentif ini sejalan dengan pendapat Abdul Wahal®1Z2 h.186), yang
menjelaskan apabila suatu sistem perundang-undahgaga terpadu secara
longgar, maka kemungkinannya akan terjadi perbegadredaan perilaku
kepatuhan yang cukup mendasar diantara pejabdigiejpelaksana, dan
kelompok-kelompok sasaran, sebab mereka akan berusatuk melakukan
perubahan-perubahan tertentu sejalan dengan imbtdaninsentif yang muncul
di lapangan.

Berdasarkan penjelasan —penjelasan tersebut, dispada implementasi
kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 terhadap PKdadiasan sempadan afvoer
bono dapat ditinjau berdasarkan pada tingkat kéyaat para pelaksana kebijakan

(yang dilihat dari konsistensi sikap pelaksana je&bn dalam implementasi
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kebijakan penertiban PKL), serta kecenderungamsykeng dilakukan oleh para
pelaksana kebijakan.
3) Struktur Birokrasi

Walupun sumber-sumber telah tersedia, atau parakgsia telah
memahami apa yang harus dierjakan, ataupun memiéinginan untuk
melaksanakan untuk melaksanakan suatu kebijakesa [adi pelaksanaan
kebijakan terhambat dikarenakan adanya kelemahain stiauktur birokrasi.
Struktur birokrasi dianggap memiliki pengaruh yamggnifikan terhadap
implementasi kebijakan. Menurut Edwards 11l (198Blam Winarno (2005,
h.150) terdapat dua karakteristik utama dari basekr yakni : Standart
Operational Procedure€SOP) darFragmentasi

Walaupun pelaksana kebijakan mengetahui apa yang kidakukan dan
memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakansébut, serta memiliki
sumber daya untuk melakukannya, akan tetapi pengmgntasian masih dapat
terhambat oleh struktur birokrasi dimana tempaa pealaksana kebijakan. Lebih
lanjut menurut Nugoho (2009, h.153) bahwa struliirokrasi ini berkenaan
dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang mepgaielenggara implementasi
kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimanar atidak terjadi
beureuchratic fragmentatiorkarena struktur ini menjadikan proses imlementasi

menjadi jauh dari efektif.
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a. Standar operasi prosedur (SOP) yang menjadi pedopaan setiap
implementor.

Standar operasi prosedur (SOP) dimiliki oleh setigganisasi pelaksana
kebijakan. Standar operasi prosedur (SOP) sendemunut Agustino (2008,
h.153) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkimeaa pegawai (pelaksana
kebijakan) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatarpa@a tiap harinya sesuai
dengan standar yang ditetapkan (atau standar mimigaung dibutuhkan warga).
Sedangkan definisi standar operasi prosedur (SO&jurmat Winarno (2005,
h.150) merupakan bagian perkembangan dari tuntuti@nnal akan kepastian
waktu, sumber daya, serta kebutuhan penyeragamam d@eganisasi kerja yang
kompleks dan luas. Ukuran dasar standar operasegoo (SOP) ini biasanya
digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan uwchufimerbagai sektor
publik dan swasta. Dengan menggunakan standar ssga@sedur (SOP), para
pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang terskdiadapat berfungsi untuk
menyeragamkan tindakan-tindakan.pejabat dalam m@gnyang kompleks, dan
tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fldkagyang besar dan kesamaan
yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan olemaffio (2005, h.152),
menjelaskan bahwa standar operasi prosedur (SOR)atsanungkin dapat
menjadi kendala bagi implementasi kebijakan bangyaembutuhkan cara-cara
kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk medalakan kebijakan-kebijakan.
Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutulpkanbahan dalam cara-

cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakiar [pega kemungkinan standar
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operasi prosedur (SOP) menghambat implementasik jalasnya standar operasi
prosedur menurut Widodo (2012, h.107), baik menkanhgnekanisme, tugas

pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab aiamara pelaku pelaksana
satu dengan lainnya, ikut pula menentukan gagalelagksanaan suatu kebijakan.

Namun selain menghambat implementasi kebijakanndata operasi
prosedur (SOR)memiliki manfaat juga, yakni organisasi dengan edos-
prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol batas program yang bersifat
fleksibel, mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggjawab yang baru. Oleh
karena itu standar operasi prosedur (SOP) mendlia hal yang berbeda, baik
keuntungan secara positif, ataupun secara negatif.

b. Fragmentasi.

Fragmentasi menurut pandangan Edward Il (198@ndaVinarno (2005,
h.155) didefinisikan sebagai penyebaran tangguwghasuatu kebijakan kepada
beberapa badan yang berbeda, sehingga memerlukatiniasi. Jadi fragmentasi
adalah pelaksanaan suatu fungsi tertentu secapgisalerpisah. Semakin
terfragmentasi suatu kebijakan menurut Widodo (200206), maka akan
meningkatkan gagalnya komunikasi, hal ini dikaremagara pelaksana kebijakan
akan mempunyai kesempatan yang besar untuk tesdisteragmentasi juga
mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit lganyak lembaga
birokrasi. Fragmentasi birokrasi ini menurut Widoda012, h.106) akan
membatasi kemampuan pejabat puncak untuk mengasikam semua sumber
daya yang relevan dalam suatu yurisdiksi terteteakibat lebih lanjut adalah

terjadinya ketidakefisienan dan pemborosan sumbga.dSehingga fragmentasi
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menimbulkan konsenkuensi yang merugikan bagi kets@ddn implementasi
kebijakan.

Permasalahan fragmentasi kebijakan ini sebenasrjadi, karena tidak
adanya otoritas yang kuat dalam implementasi Kednja atau akibat dari
terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lemkstga badan yang berbeda-
beda. Di samping itu pandangan Winarno (2005, h1EB88 menjelaskan masing-
masing badan mempunyai yurisdiksi terbatas atas saidang, sehingga tugas-
tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dddenbagai agenda biokrasi
yang menumpuk. Hal yang kedua adalah, pandangag sempit dari badan
pelaksana yang mungkin juga akan menghambat peaobalika suatu badan
pelaksana mempunyai suatu fleksibilitas yang rerdidam misi-misinya, maka
badan itu akan berusaha mempertahankan esensinyaedar kemunginan akan
menentang kebijakan-kebijakan baru yang membututgembahan. Semakin
struktur birokrasi terfragmentasi, maka semakinabdemungkinan terjadinya
konflik diantara para pelaksana kebijakan. Akibatfmpabungan mereka menjadi
tidak harmonis. Konflik dan hubungan yang tidak nha@mis ini akan
menimbulkan perbedaan disposisi di antara merekiamdamelaksanakan
kebijakan. Oleh karena itu fragmentasi dapat mamgit upaya koordinasi yang
diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijgleang kompleks.

Berdasarkan pada penjelasan—penjelasan tersefuktustbirokrasi pada
implementasi kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 200@tgntrantibum, yang perlu

dilihat adalah struktur organisasi pelaksana kkhiaPerda Nomor 5 Tahun 2007
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terhadap PKL di kawasan sempadan afvoer bono, mghya standar operasi
prosedur (SOP) pelaksana kebijakan, dan fragmekghgakan yang diterapkan.
c. Aktor-aktor yang Berperan Dalam Proses | mplementas Kebijakan

Publik

Pemahaman aktor implementasi kebijakan tidaklalyd@emerintah saja.
Ada tiga lembaga yang menurut Nugroho (2011, h.@@&@at menjadi pelaksana
kebijakan, yaitu pemerintah sebagai pelaksana falnggerjasama antara
pemerintah dengan swasta/masyarakat, implemergbgakan yang diswastakan.
Maka berdasarkan pemahaman dari Nugroho (2011dapaet 4 pilihan aktor
implementasi kebijakan yang sesungguhnya, yaitu :

1. Pemerintah. Meliputi kebijakan-kebijakan yang madalam kategori

directedatau berkenaan dengan eksistensi negara bangsa.

2. Pemerintah pelaku utama, masyarakat pelaku pendgmebijakan-
kebijakan-kebijakan yangovernment driven poligydisini termasuk
pelayanan KTP dan kartu keluarga yang melibatkangan kerja non
pemerintah di tingkat masyarakat.

3. Masyarakat pelaku utama, pemerintah pelaku penidgmpalam hal
ini termasuk kegiatan pelayanan publik yang dilakukoleh
masyarakat, dimana kegiatan pelayanan tersebut apahdubsidi
dari pemerintah.

4. Masyarakat sendiri, yang dapat disepebple(private driven policy
termasuk didalamnya kebijakan pengembangan ekongarig
dilaksanakan oleh masyarakat melalui berbagai tagiaisnis.
(Nugroho, 2011, h.649).

Pendapat aktor-aktor yang terlibat dalam prosesijdia@n lainnya,
dikemukakan oleh Charles O Jones, dalam Abdul Waf2li2, h.88-94)
setidaknya menyebutkan 4 golongan aktor yang tgriitalam proses kebijakan
publik, antara lain:

1) Golongan Rasionalis. Ciri-ciri dari golongan iniadégh dalam melakukan

pilihan-pilihan alternatif mereka selalu menempuaingkah-langkah
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seperti, mengindentifikasikan masalah, merumuskarujuar,
mengdentifikasikan semua alternatif permasalahaijdé@an, meramalkan
alternatif kebijakan, meramalkan , memprediksi ak#kibat dari tiap-tiap
alternatif, membandingkan akibat-akibat tersebutgde selalu mengacu
pada tujuan, dan memilih alternatif terbaik.. Rl golongan ini identik
dengan perencana dan analis kebijakan professi@m amat terlatih
dalam menggunakan metode rasional apabila menghadapalah-
masalah publik.

Golongan Teknisi, pada dasarnya tidak lebih daeseg yang rasionalis,
sebab karena ia adalah seorang yang karena bideaigidnnya atau
spesialisasinya maka ia dilibatkan dala prosesjdam. Peran yang
mereka mainkan dalam hubungan ini adalah sebageirsg spesialis ahli
tertentu yang dibutuhkan tenaganya untuk mengerjgkayek-proyek
tertentu.

Golongan Inkrementalis. Golongan ini dapat diidet@gn dengan para
politisi. Sebagaimana yang kita ketahui gaya molitenderung memiliki
sifat kritis, namun sering tidak sabar terhadaamdeerja para perencana,
dan teknisi. Kebijakan apapun bagi golongan inkmgales akan
cenderung dilihat sebagai suatu perubahan yaragliesgcara sedikit demi
sedikit . Dalam hal ini tujuan kebijakan dianggabagai konsenkuensi
dari adanya tuntutan-tuntutan., baik didorong keban untuk melakukan
sesuatu yang baru, atau karena untuk menyesuadagad apa yang

sudah dikebangkan dalam teori. Gaya kerja golomgatianggap sebagai
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seseorang yang mampu melakukan tawar-menawar, \akeinsitas
tuntutan tersebut, dan menawarkan kompromi.

Golongan reformis. Golongan reformis sepakat demggamdangan David
Easton yang menyebutkan, kita harus menerima sekabanaran akan
perlunya menarahkan diri kita langsung pada pessgaérsoalan yang
berlangsung hari ini untuk memperoleh jawaban sitigkan cepatdengan
memanfaatkan, perangkat analisis serta teori-taatakhir yang tersedia,
betapapun tidak tersedianya perangkat analisis tdan-teori tersebut.
Dengan demikian tekanan perhatiannya ada padaktandaekarang,
karena urgensi dari persoalan yang dihadapi. Pataleksemacam itu
umumnya dilakukan oleh palabbyist(orang-orang yang berperan selaku
juru kasak kusuk/perunding di parlemen).

Di antara berbagai tipe aktor kebijakan yang tetlitersebut, menurut

Abdul Wahab (2012, h.89) pada kesempatan, dan igmitertentu, kemungkinan
hanya ada satu atau dua golongan aktor yang tediid. Masing-masing para

aktor tersebut memiliki gaya, dan tujuan yang beabe

Faktor-faktor yang Mempengaruhi | mplementasi K ebijakan

Kebijakan Publik dimaksudkan agar para aktor yaegdibat mau

melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Jikadedperbagai kemungkinan
yang meyebakan kebijakan tidak dapat dipenuhi, Bisababkan karena orang-
orang bertindak dengan cara yang tidak diinginketak terjadinya pemakaian
cara yang ditentukan atau pengerjaan apa yang tuktem berhenti, maka

kebijakan tersebut menurut Agustino (2008, h.15Batdkan tidak efektif, atau
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secara ekstrem hasilnya nol. Terdapat beberaparfgking dapat dilihat dalam
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yakni faktog yaandukung pelaksanaan
kebijakan, maupun faktor yang menghambat kebijakadua faktor ini yang
mempengaruhi kebijakan dapat terlaksanakan se@akaabau tidak. Berkaitan
dengan faktor pendukung pelaksanaan kebijakan, meminderson dalam
Islamy (2007, h.108-109), menyatakan seseorang ksetakan kebijakan,
dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
a) Faktor Pendukung Pelaksanan Kebijakan.
1) Respeknya Anggota Masyarakat terhadap Otoritas Kigputusan-
Keputusan Pemerintah.

Sebenarnya kita telah terdidik untuk secara marallumematuhi hukum/
undang-undang sebagai hal yang benar dan tepang§ahmenurut Anderson
dalam Islamy (2007, h.108) menyatakan apabila rkiéaasa bersalah, maka kita
akan malu pada diri kita. Rasa malu inilah yang yadarkan kita untuk mau
menerima kebijakan tersebut. Pendapat Agustino8280158) menambahkan
penghormatan dan penghargaan publik terhadap paateryangdilegitimate
menjadi kata kunci penting bagi terwujudnya pemanukebijakan publik. Ketika
warga menghormati pemerintah yang berkuasa dikkaenkegitimasinya, maka
secara otomatis mereka akan turut pula memenukamjpaemerintah melalui
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturaraltlakeputusan pemerintah.
Oleh karena itu ketika masyarakat mulai menghorkeiutusan-keputusan yang
dibuat pemerintah, maka masyarakat tersebut akar tuintuk melaksanakan

kebijakan yang dibuat pemerintah.
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2) Adanya Kesadaran Untuk Menerima Kebijakan

Seringkali banyak orang melaksanakan kebijakanilpdabagai sesuatu
yang logis, rasional, serta dirasa perlu, dan &#hingga menurut Islamy (2007,
h.109) disaat seseorang sadar akan pentingnya hsgi®laksanaan kebijakan,
maka ia akan sadar dan patuh dalam melaksanakgalegbtersebut. Sedangkan
menurut Agustino (2008, h.158) pelaksanaan tersethak akan mudah karena
bermain dalam ranah kesadaran, maka pemerintats maampu merubah pola
pikir warga dengan cara sikap, dan perilaku sedeagan yang hendak dibentuk
aparatur pelaksana.

3) Adanya keyakinan bahwa Kkebijakan itu dibuat secaah,
konstitusional, dan dibuat pejabat pemerintah yla@gvenang untuk
itu serta melalui prosedur yang benar.

Apabila suatu kebijakan negara dibuat berdasarkdenkuan yang telah
berlaku, maka menurut pandangan Islamy (2007, h.ti@syarakat cenderung
untuk mempunyai kesediaan diri untuk menerima k&b tersebut. Selain itu
menurut Agustino (2008, h. 159) keyakinan bahwaj&kan tersebut telah dibuat
secara sah dapat dikategorikan sebagai dukungaik gathadap pelaksanaan
kebijakan, dimana masyarakat mempunyai keyakindiwaakebijakan publik
dibuat secara sah, konstitutional, dan dibuat pkgjhbat publik yang berwenang
melalui prosedur yang sah yang telah tersedia. Bilatu kebijakan dibuat
berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka maayarenderung mempunyai
kesediaan diri untuk menerima dan melaksanakanjakelni tersebut. Apalagi

kebijakan itu untuk kebutuhan hajat hidup orangylb&n
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4) Adanya hukuman-hukuman tertentu bila tidak mela&kan kebijakan

Dengan adanya hukuman tertentu yang bersifat mepakaka menurut
Islamy (2007, h.109) orang-orang akan mematuhij&iedon, karena ia takut akan
terkena hukuman, misalnya denda, kurungan, darssaakksi lainya. Karena itu
salah satu strategi dalam upaya untuk memenuhikgsiaan implementasi
kebijakan adalah dengan cara menghadirkan sankanhyang berat pada setiap
orang yang melanggarnya. Pendapat ini juga didasasleh pemaparan Rodgers
dan Bullock (1980) dikutip Abdul Wahab (2012, h.72@lalam penelitiannya
menjelaskan seseorang akan patuh terhadap ketehwwarm, atau undang-
undang berdasarkan penilaian dari untung ruginyeekaemengikuti ketentuan-
ketentuan tersebut. Jika aturan tersebut mengukénngcepentingan mereka,
maka mereka akan mengikuti aturan tersebut, bgmita sebaliknya. Sehingga
dengan adanya sanksi tersebut setidaknya walauptdapiat aturan yang
merugikan, setidaknya sanksi dapat mengurangi tmybukeinginan untuk
melanggar kebijakan yang telah dibuat, dan baga gmelanggar aturan agar
menimulkan efek jera. Selain itu menurut Islam@Q2, h.109) seseorang atau
kelompok warga seringkali mematuhi dan melaksanakabijakan pula
dikarenakan ia tidak suka dikatakan sebagai orang ynelanggar aturan hukum,
sehingga ia dengan terpaksa melaksanakan isi kabipublik tersebut.

5) Adanya kepentingan pribadi.

Kepentingan pribadi ini mengacu pada seseorangssieeiompok orang
yang sering memperoleh keuntungan langsung datu quayek implementasi

kebijakan, maka dari itu menurut Islamy (2007, B)lifdereka dengan senang hati
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akan menerima kebijakan, mendukung, maupun melakaankebijakan yang
ditetapkan.

6) Masalah Waktu

Berjalannya waktu dapat pula menyebabkan kebijgkangy tadinya tidak
terlaksana menjadi terlaksana, Islamy (2008, h.1®&®@njelaskan kalau
masyarakat memandang ada suatu kebijakan yang lakdetakang dengan
kepentingan publik, maka warga akan berkecenderunganolak kebijakan
tersebut.Tetapi begitu waktu berlalu, pada akhisyau kebijakan yang dulunya
pernah ditolak dan dianggap kontroversial, berubamjadi kebijakan yang
wajar, dan dapat diterima.

b) Faktor Penghambat atau Penundaan Kebijakan.

Faktor lainnya adalah faktor yang menyebabkan suyslaksanaan
kebijakan menjadi terhambat, atau tertunda. Panilpelaksanaan kebijakan yang
kerap kali dianggap gagal bukan saja dilihat degi pelaksanaan saja, melainkan
juga dilihat dari segi tujuan yang terkandung dadakebijakan tersebut haruslah
tercapai. Pendapat Anderson dikutip Islamy (200r1®-112) menyatakan bahwa
seseorang enggan untuk mengimplementasikan kebigikarenakan oleh sebab-
sebab sebagai berikut :

1) Adanya ketidakpatuhan selektif terhadap hukum

Sikap ketidakpatuhan selektif ini menurut penjatalstamy (2007, h.110)
dikarenakan ada beberapa peraturan perundang-uardaigu kebijakan yang
kurang mengikat pada individu-individu. Seseoramggadang patuh pada suatu

aturan, namun di sisi lain seseorang terkadand tmuh pada suatu aturan.
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Ketidakpatuhan ini jika mengacu pada pandangan RBgawn (1995) dalam
Abdul Wahab (2012, h.210), bahwa seorang yang tsdglakat terhadap dampak
suatu undang-undang yang dipersepsinya akan :
a. Memandang dampak tersebut sebagai sesuatu yamkgstjElan dengan
tujuan yang sebenarnya.
b. Memandang undang-undang tersebut sebagai sesumaftigak absah.
c. Mempertanyakan kesahihan (validitas) data yang emegkut dampak
tersebut.

Ketidakpatuhan selektif terhadap hukum yang berldéksa jadi karena
menganggap bentubutput kebijakan yang diberikan masih perlu dilakukan
perubahan-perubahan tertentu, dengan kateolatjput kebijakan yang diberikan,
dianggap masih perlu adanya perbaikan/revisi, gghipelaksaannya tidak dapat
dipaksakan. Hal inilah yang menyebabkan terjadipgmolakan pelaksanaan
kebijakan tersebut.

Dari hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan datapbementasi
kebijakan tersebut, dapat diketahui bahwa sejandgiembentukan kebijakan
tersebut semestinya sudah harus diperhatikan geerhitungkan terkait dengan
keberadaan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bendemikian dapatlah
dimengerti bahwa kegagalan pelaksanaan kebijakikléh selalu disebabkan
oleh kelemahan atau ketidakmampuan pelaksana kabjjaelainkan dapat pula

dari pembentukan kebijakaRdlicy Formulation yang kurang sempurna.
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2) Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi

Apabila seseorang terlibat/masuk ke dalam suatanisgsi tertentu, dan
tujuan organisasinya bertolakbelakang dengan Keinjayang dibuat, maka
menurut Islamy (2007, h.121), mereka cenderung kutitiak patuh terhadap
kebijakan yang dibuat.

3) Keinginan untuk mencari untung dengan cepat.

Adanya keinginan untuk mencari untung dengan cempagnurut
penjelasan Islamy (2007, h.121) seringkali menykéalmrang berupaya dengan
cara menipu, atau melawan hukum. Bila terdapat pelsahaan memiliki
kesempatan mencari untung yang sama, yang satnakaerusahaannya akan
bangkrut dan tidak menguntungkan, maka perusah@anenderung melawan
hukum, atau kebijakan yang ada agar tetap dapaphiftus, disisi lainnya bila
ada perusahaan yang menguntungkan terus, dan madalat, cenderung untuk
mentaati yang ada.

4) Adanya ketidakpastian hukum

Tidak adanya kepastian hukum, ketidakjelasan ukilkenjakan yang
saling bertentangan satu sama lain, dan sebaganeyarut penjelasan Islamy
(2007, h.121-122) hal tersebut dapat menjadi surkéidakpatuhan orang pada
hukum dan kebijakan negara. Disamping itu adanyaeglaan pandangan dan
kepentingan antara pejabat pemerintah, dan masyamranyebabkan penafsiran
merek terhadap peraturan atau kebijakan itu jlegbdala-beda. Hal inilah yang

menyebakan seseorang tidak mematuhi peraturarkeligakan negara.
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Sesuai dengan penjelasan Islamy (2007, h.117) yaagelaskan bahwa
tidak tercapainya pelaksanaan kebijakan bukan bajaya dikarenakan faktor-
faktor yang menyebabkan seseorang enggan untulksaeiakan kebijakan, akan
tetapi menurut Islamy (2007, h.117) juga terdapdt gaktor-faktor lain yang
menyebabkan tidak tercapainya tujuan kebijakaninggh ketika tujuan tidak
tercapai, maka dapat dianggap tidak berhasilnyakpahaan kebijakan tersebut,
hal-hal yang berpengaruh ini diantaranya:

1. Karena tersedianya sumber-sumber terbatas baigagbéeya, waktu,

dan sebagainya, sehingga dampak yang diharapkadatéccapai.

2. Karena kesalahan dalam pengadministrasian kebijat@m dapat
mengurangi tercapainya dampak-dampak kebijakaenkabetapapun
baik dalam isi kebijakan kalau tidak diimplemerkasi akan sulit
tercapainya.

3. Seringkali sejumlalprobelem-problenpublik timbul karena adanya
berbagai macam faktor, sedangkan kebijakan seringkanya
dirumuskan hanya atas salah satu dan sejumlah fadibr-faktor
tersebut.

4. Masyarakat memberikan respon atau melaksanakajakabinegara
dengan caranya sendiri. Sehingga dapat mengurangu a
menghilangkan dampaknya.

5. Adanya usaha-usaha tertentu yang memakan biaya lgaitg besar

dari masalah-masalahnya sendiri.
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6. Adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik dapat
mengalihkan perhatian orang.dari masalah-masalad yda.

Berdasarkan pada pendapat tersebut, mengingatkan pntingnya faktor-
faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakarehokarena itu dalam
pelaksanaan kebijakan, perlu menganalisa faktdofglang mempengaruhi suatu
pelaksanaan kebijakan agar dapat memberikan magakanbaik terkait dengan
pembuatan kebijakan kedepannya, maupun pelaks&®dgjakan yang saat ini
sedang berlangsung. Faktor-faktor dalam pengimpitas&n kebijakan Perda
Nomor 5 Tahun 2007 terkait dengan faktor yang mkodg pelaksanaannya,
serta faktor yang menghambat pelaksanaannya.

B. Sektor Informal

1. Karakteristik Sektor Informal

Berbagai macam para ahli mencoba untuk mendefamssektor informal

untuk mendapat kejelasan terkait keberadaan sédteebut. Penjelasan sektor
informal dikemukakan oleh beberapa para ahli, $epgang dikutip
Wirakartakusumah (1999, h.90), sektor informal rpakan satuan usaha dengan
jumlah tenaga kecil (Sethurahman), status tenagg k@ang tidak dilindungi
(Mazmundar), status tenaga kerja yang ditentukas dasar pemilikan faktor
produksi (PREALC). Menurut Hidayat (1979), sepgang dikutip oleh Mustafa
(2008, h.15), bahwa sektor informal adalah unéthasyang berskala kecil yang
memproduksi serta mendistribusikan barang dan peagan tujuan pokok
menciptakan kesempatan dan pendapatan bagi dmagang-masing serta dalam

usahanya dibatasi oleh faktor modal dan ketrampilan
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Perbedaan karakteristik sektor formal dan sektéwrimal diungkapkan
Hart dan dikutip oleh Maryuni (2007) adalah selbagakut :

a) Mudah untuk dimasuki

b) Berdasarkan pada sumber daya lokal

c) Usaha milik sendiri

d) Operasinya dalam skala kecil

e) Padat karya dan teknologinya bersifat adaptif

f) Ketrampilannya dapat diperoleh dari luar sistenokdkformal

g) Tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarassfat kompetitif
Sedangkan ciri-ciri sektor usaha formal diantaraagaah :

a) Sulit untuk dimasuki

b) Sering tergantung pada sumber daya luar negeri

c) Kepemilikannya patungan

d) Operasinya berskala luas

e) Padat modal dan seringkali menggunakan teknologortn

f) Membutuhkan ketrampilan yang berasal dari sekalatndil.

g) Pasar diproteksi (mulai dari tarif, kuota,dan gisgang).

(Maryuni, 2007, h.141)

Berbagai karakteristik tersebut menjelaskan pebedaandasar antara
sektor formal, dan sektor informal adalah sektéormal lebih mudah dimasuki
dibandingkan dengan sektor formal, terlebih secamaum kebanyakan
masyarakat cenderung memilih masuk ke dalam sekformal, dikarenakan
sektor ini memang tidak membutuhkan keahlian khuste ini menjadikan
karakteristik sektor informal menjadi sektor yanglipg sering dimasuki oleh
masyarakat. Berbeda dari pandangan karakteristigelbut, sektor informal
menurut Sugiono (1999, h.170) adalah sektor yargrmypedesaan dan bukan
perkotaan, bukan tradisional dan bukan modern,osdkirsebut adalah sektor
kegiatan transisional, dibentuk dari proses urlznigmodernisasi), merupakan
hasil seleksi proses modernisasi. Secara sosiologasupakan sektor yang

tercabut dari akar tradisional (pedesaan) dan beh@mbentuk ke tradisi urban
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yang teratur/ formal. Pemahaman lainnya terkaitgdansektor informal, adlaah
sektor ini terbentuk dikarenakan faktor kapitalisrpendapat ini dikemukakan
oleh (Rachbini; Prisma; MacGee, 1991) dalam Wirakarsumah (1999, h.128)
dimana kegiatan ekonomi informal merupakan seldwi¢r yang muncul tidak
berdasarkan struktur permintaan yang efektif, deodyktif tetapi merupakan
hasil dari struktur kapitalisme yang tidak seimhang

Selain pandangan pengertian, terdapat pula pemb&tpaifikasi sektor
informal yang berguna untuk mengkategorikan pekgeraektor tersebut, seperti
yang dijelaskan oleh Keith Hart (1973) dalam Wirgdausumah (1999, h.90),
bahwa sektor informal sendiri terbagi atas 2 katiegoeliputi sektor informal
yang legal, seperti penjahit, tukang cukur, daregadg makanan,dan sebagainya.
Sedangkan yang lainnya termasuk sektor informadktitegal seperti tukang
pencuri, tukang tadah gelap, dan sebagainya y#&adgegjorikan tidak legal.

Jika dikaitkan dengan definisi-definisi tersebutad@ penelitian ini
memahami sektor informal sebagai usaha tenaga Y& lebih bertumpu pada
industrilisasi padat modal, yang memproduksi senendistribusikan barang,
sebagai akibat adanya proses urban, dengan tupkak pnemenuhi pendapatan
bagi dirinya masing-masing, dan mempunyai batasasteimserta ketrampilan.

2. Peranan Sektor Informal dalam K ehidupan Masyar akat

Sektor informal dapat dikatakan sebagai aktivitasigy kehadirannya
dapat dikatakan mempunyai sumbangan yang beragti lapangan pekerjaaan
sebagai nilai tambah. Pemaparan Todaro dalam Wiedkesumah (1999, h.94)

menjelaskan bahwa sektor informal ini merupakagdgang harus dibayar oleh
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setiap negara berkembang yang berorientasi padangarhan sebagai dampak
pembangunan. Pada satu titik tertentu akan bergulangan sendirinya sampai
titik keseimbangan. Namun di sisi lain (McGee, 198a8lam Wirakartakusumah
(1999, h.94) menyatakan pertumbuhan dari keberadekior informal tersebut

sebagai manifesti dari sistem perekonomian lokad{sional) karena adanya
proses eksploitasi di sektor tradisional. Keberadsektor informal akan tetap
ada, dan mengikuti pertumbuhan sektor modern. Dglengertian ini sektor

informal tidak akan pernah hilang, hal ini berbelda pemaparan Todaro dalam
Wirakartakusumah (1999, h.94) yang menjelaskanosakformal akan hilang

dengan sendirinya, disaat terjadi perkembangan pa#itor tersebut, sehingga
beralih kedalam sektor formal.

Berdasarkan penelitian ILD dikutip Wirakartakusuni@f99, h.122) yang
mengidentifikasikan kunci sektor informal dalam @mgunan, bahwa
sebenarnya sektor informal dalam pembangunan tidaka terbatas pada sektor
kaki lima saja, tetapi ada upaya yang sangat kaatpira pedagang kaki lima
untuk mulai meninggalkan jalan-jalan (berjualanpttiggir jalan) menuju pasar
dan pusat perdagangan. Pernyataan ini diperkubt lasil penelitian Sugiono
pada sekitar tahun delapan puluhan menunjukkarorseikfiormal di Semarang
mengalami proses dengan masuknygrant dari desa sebagai buruh informal,
dan perkembangannya sebagian para buruh di sektomial tersebut menjadi
pengusaha mandiri kecil yang meningkatkan pengrasilereka. Sugiono (2009,

h.50-51).
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Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa sehgaasektor informal,
tidak hanya didominasi dari keberadaan PKL di pinggan, namun beralih
kedalam pasar, atau pusat-pusat perdagangan, gatbegootensi menggerakkan
roda perekonomian. Peranan sektor informal merddgnguhkan keberadaannya,
karena menurut Wirakartakusumah (1999, h.129) sekformal memberikan
fungsi sebagai sektor yang menjalankan fungsi psidusekaligus fungsi
konsumsi. Sektor informal memberikan kemungkinasekegpatan kepada tenaga
kerja di pedesaan untuk migrasi dari kemiskinan p@mgangguran. Sedangkan
sebaliknya keberadaan sektor formal bergantungdeepaktor informal terutama
dalam hal penyediaan barang-barang bagi pekegaktor formal secara murah.
Dalam konteks struktur sosial, peran sektor inféraiadéam kehidupan masyarakat
dapat menjadi mediator antara masyarakat menedewiad dan menengah kelas
atas.

Terlepas dari adanya pendapat pro maupun kontrgenan keberadaan
sector informal, pemikiran Todaro (2000, h.353-354¢njelaskan bahwa sektor
informal sebenarnya mampu menciptakan surplus hdsiltengah-tengah
lingkungan yang bermusuhan sekaligus. Todaro (20(B%2), juga menyatakan
dengan adanya sektor tersebut, diharapkan dapatenagnsebagian kecil modal
dari jumlah modal yang diperlukan oleh sektor fdrdalam memperkerjakan
sejumlah tenaga kerja yang sama, serta membergtdran kerja atau magang
dengan biaya murah, bila dibandingkan dengan leattegbaga formal. Oleh

karena itu keberadaan sektor ini tidak dapat beg#ja dihilangkan, karena
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dianggap memainkan peranan penting dalam pembeantakan pembinaan
sumber daya masyarakat.
C. Pemahaman Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dalam kawasan perkotaan kegiatan sektor informad) yiominan ditemui
adalah aktifitas dagang pedagang kaki lima (PKKk)ba adanya ketimpangan
kemiskinan yang ada di kota dan desa. Kondisi Keémas desa dan kota ini
menurut Sugiono (1999, h.170-171) menciptakan grasgrasi desa ke kota dan
kesempatan berjualan ala bazaar dengan mengoktneésar, ruang publik
strategis konsumitif (ruang kota yang ramai) di lge@dung pasar, depan toko-toko
mall, dengan jumlah yang meluap-luap. Pedaganghetdersifaturban bukan
rural lagi (seperti pedagang pasar) melakukan penjuidagan perangkat tempat
dan berada di ruang publik (trotoar, dan lain-ladan biasa kita sebut sebagai
pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima (PKignurut Sugiono (1999),
bukan pedagang pasar, yang pertama adalah benprkaas urbanisasi yang
belum berhasil, dan yang kedua produk tradisi peatesyang sudah lama
melakukan urbanisasi ke kota dan yang ketiga tatdapbungan desa dan kota
yang kuat.

Pemberian istilah pedagang kaki lima (PKL) senberasal dan jaman
Raffles yaitu"5 (five) feets"yang menunjuk pada arti sebuah jalur pejalan kaki
(pedestrian) yang terletak dipinggir jalan selebar lima kaki. Bimerika
pedagang semacam ini disebut dendwwkers, karena kegiatannya yang

hinggap dari satu lokasi ke lokasi lain yang lekmenarik dan lebih
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menguntungkan. Menurut Mc. Gee dan Yeung (197 7%)hd2lam Budi (2006,
h.35) pedagang kaki lima (PKL) memiliki pengertigang sama dengan
hawkers, yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yangawearkan
barang dan jasa pada ruang publik, terutama digoinglan dan trotoar, untuk
dijual. Pemaparan tersebut dapat didefinisikan reeceederhana bahwa
pedagang kaki lima merupakan sebuah komunitas padayang kebanyakan
berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalg@. ratau ruang publik
strategis.

2. Jenis Dagangan PKL

Berbagai jenis kegiatan para PKL dapat dikategarikadalam berbagai
macam, salah satunya pengelompokan PKL berdasgeétas dagangannya.
Menurut pandangan Mc. Gee dan Yeung (1977, h. 82488m Budi (2006,
h.35), bahwa sebenarnya jenis kegiatan PKL ini adgengaruhi oleh aktivitas
yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang terselaktivitas. Misalnya di
suatu kawasan perdagangan, maka jenis dagangan gisagarkan akan
beranekaragam, bisa berupa makanan/minuman, biedmgtong, pakaian, dan
lain-lain. Adapun jenis dagangan yang ditawarkanehol PKL dapat
dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok utamauyai
a) Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuklatithya makanan

mentah, seperti daging, buah-buahan, dan sayuran.

b) Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk paukan juga minuman.
c) Barang cetakan, atau bukan makanan, seperti tek&tdt-obatan, hingga

majalah, koran.
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d) Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas, misabufkang potong rambut dan
lain sebagainya.
3. Sifat Pelayanan PKL
Selain jenis dagangan para PKL tersebut, kategéki idasarkan pada
sifat pelayanannya. Sifat pelayanan para PKL imup&kan tata lokasi pelayanan
para PKL, dimana menurut pendapat Mc. Gee dan Y€L8g7, h.82) dalam

Budi (2006, h.40) sifat pelayanan PKL tersebut tdajlkelompokkan menjadi 3

(tiga) hal, yaitu:

a) Pedagang menetagtétio. Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan
yang mempunyai cara atau sifat menetap pada sokdsiltertentu. Hal ini
dikarenakan para pedagang telah memiliki lokaspysudah ditentukan, dan
sarana dagang tetap. Dalam hal ini setiap pemtaelikkonsumen harus datang
sendiri ke tempat pedagang dimana ia berada. Sésiderdagang dengan
sifat seperti ini biasanya berupa kios atau jongkia/kereta beratap.

b) Pedagang semi menetapefni statiy. Pedagang semi menetap merupakan
suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sii@betap yang
sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentuBsgm hal ini PKL akan
menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yaugip besar.
Biasanya pada saat bubaran bioskop, para pegaveaikfRaluar kantor atau
saat ramainya pengunjung di pusat kota. Apabilaktidda kemungkinan
pembeli yang cukup besar, maka pedagang tersebkdlibeg. Dengan kata
lain ciri utama PKL yang memilih pola pelayananesépini adalah adanya

pergerakan PKL yang menetap pada suatu lokasigextzde tertentu, setelah
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waktu berjualan selesai (pada sore atau malam Bal@pun sarana fisik yang
dipergunakan untuk berdagang berupa kios berodako atau roda/kereta
beratap.

c) Pedagang kelilingnfobile. Pedagang keliling yaitu suatu bentuk layanan
pedagang yang dalam melayani konsumennya mempsiigaiyang selalu
berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Basaegagang yang
mempunyai sifat ini adalah pedagang yang mempuwghime dagangan
yang kecil. Aktivitas PKL dalam kondisi ini diturkan dengan sarana fisik
perdagangan yang mudah dibawa. Dengan kata laimtaima dari unit ini
adalah PKL yang berjualan bergerak dari satu tekgpaempat lain. Biasanya
bentuk sarana fisik perdagangan mereka adalahakdmbng dan pikulan/
keranjang.

4. PolaKegiatan PKL
Hal lainnya yang perlu dipahami dari PKL adalahapk¢giatan dagangan

PKL. Pola kegiatan ini berbeda-beda bergantung alesgra pemanfaatan ruang
para PKL tersebut untuk berjualan. Pola kegiataa pP&L ini menurut Mc. Gee
dan Yeung (1977, h.76) dalam Widjajanti (2009, HK)l6dipengaruhi oleh
kegiatan formal dalam menjaring konsumennya. Aflds/iusaha para PKL
menurut Mc. Gee dan Yeung (1977, h.36-37) dalami B20d06, h.36) dapat
dikelompokkan ke dalam 2 (dua) pola, yakni:

a) Pola Penyebaran MengelompdtoCus Aglomeration

Pedagang informal pada tipe ini pada umumnya sakdn memanfaatkan

aktivitas-aktivitas di sektor formal dan biasanysat-pusat perbelanjaan menjadi
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salah satu daya tarik lokasi sektor informal unmugnarik konsumennya. Selain
itu pada ujung jalan, ruang-ruang terbuka, sekelifpasar, ruang-ruang parkir,
taman-taman dan lain sebagainya merupakan lokikasilyang banyak diminati
oleh sektor ini. Pola penyebaran seperti ini biggabanyak dipengaruhi oleh
adanya pertimbangan aglomerasi, yaitu suatu peamusstu pengelompokkan
pedagang sejenis atau pedagang yang mempunyskaifatditas yang sama atau
saling menunjang. Biasanya dijumpai pada para @edpmakanan dan minuman.
b) Pola Penyebaran Memanjarngnijer Concentratioi

Pada umumnya pola penyebaran memanjang laiar concentration
terjadi di sepanjang atau di pinggir jalan utamai6 street atau pada jalan yang
menghubungkan jalan utama. Dengan kata lain paldagangan ini ditentukan
oleh pola jaringan jalan itu sendiri. Pola kegialiarer lebih banyak dipengaruhi
oleh pertimbangan aksesibilitas yang tinggi padeado yang bersangkutan.
Dilihat dari segi pedagang informal itu sendiri] Id sangat menguntungkan,
sebab dengan menempati lokasi yang beraksesibiliiggi akan mempunyai
kesempatan yang tinggi dalam maraih konsumen. Jemsoditi yang biasa
diperdagangkan adalah pakaian, kelontong, jasa ra®pa buah-buahan,
rokok/obat-obatan, dan lain-lain. Mc. Gee dan Ye(®y7, h.37) dalam (Budi,
2006, h.39).

5. Bentuk-Bentuk Penertiban Aktivitas PKL

Penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bonogensehya
merupakan salah satu bentuk pengelolaan dan peambpemerintah Kabupaten

Sidoarjo terhadap para PKL. Mengacu pada Perda N&rahun 2007 bahwa
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ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) merapauatu keadaan dinamis
yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyardapat melakukan

kegiatannya dengan tentram, tertib dan teraturh @lrena itu bentuk-bentuk
penertiban PKL ini merupakan perwujudan bagian Keiertiban dan keamanan
masyarakat sekitar pada wilayah kabupaten Sidoarjo.

Upaya penertiban para PKL ini dapat dikatakan, gabauatu bentuk
pengelolaan dan pembinaan pemerintah setempatdégrhaktifitas para PKL.
Penertiban aktivitas PKL sendiri sudah seharusnysesuaikan dengan kondisi
keberadaan dan karakteristik masing-masing kotmaRaman pengelolaan dan
pembinaan aktivitas PKL sendiri menurut McGee daeung (1977) dalam
Octora (2006, h. 39-42) dapat dikategorikan seblaggkut :

1) Pengelolaan Lokasional

Tata cara pengelolaan lokasional ini menurut papalanMcGee dan
Yeung (1977, h.42-52) dalam Octora (2006, h. 39-g€Rtor informal diharapkan
menempati lokasi yang sesuai dengan rencana pargdaamasing-masing kota.
Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah kadpat dikelompokkan sebagai
berikut:

a. Pemugaran atau relokasi

Tindakan dengan pemugaran suatu lokasi baik bgrapgangunan baru
dengan fungsi yang berbeda dari semula maupun d@gregaikan dari kondisi
yang telah ada. Tindakan ini sebaiknya juga mengbden kepentingan dari
pihak PKL sendiri dengan tidak mengganggu perolettian hubungannya dengan

konsumen maka tindakan tersebut dapat diterima.
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b. Stabilisasi atau pengaturan
Stabilisasi dapat berupa penataan fisik atau peatmpokasi PKL pada

suatu lokasi. Adapun beberapa alternatif tindakamgydilakukan:

1. Peruntukan dalam ruang terbukgén market
Dimaksudkan untuk memudahkan pergerakan konsumefamda
menggunakan jasa pelayanan PKL ini dan diharapkiak thengganggu
fungsi kota di lingkungan lokasi PKL.

2. Pembebasan atau penutupan jalan-jalan tertentu tMenalan-jalan
tertentu dan menutup sirkulasi lalu lintas bagi gggma kendaraan
bermotor yang hanya diperuntukkan bagi pergerakajalgn kaki.
Tindakan ini biasanya bersifat temporer yaitu diledn dalam waktu-
waktu tertentu saja.

3. Pemanfaatan bagian tertentu dari jalan atau trotdenempatkan PKL
pada jalan-jalan atau sebagian trotoar tertenta peaktu tertentu yang
sekiranya tidak mengganggu aktivitas di sekitarngatelah itu, PKL
tersebut wajib membersihkan ruang usahanya agak tirdengganggu
fungsi kota lainnya.

4. Multifungsi ruang terbuka (taman, lapangan, ruaatkip, dan lain-lain).
Pemanfaatan ruang terbuka di sekitar kawasan pejbhah atau pusat
keramaian pada waktu-waktu tertentu pada saat roersgbut kurang
dimanfaatkan.

5. Pemindahan ataremoval.Dengan cara memindahkan sektor informal ke

satu lokasi yang ditentukan berdasarkan penebgdelumnya.
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2) Pengelolaan Struktural
Bentuk yang kedua dari tata cara pengelolaan taph®KL, berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh McGee dan Yeung 7197 56-60) dalam Octora
(2006, h.40-41), dijelaskan pada umumnya pemeriki@h di kawasan Asia
Tenggara lebih sering menerapkan pola pengelolalasional walaupun tidak
selalu berhasil. Selain terhadap bentuk pengeloléa@asional tersebut,
pemerintah kota pada umumnya mencoba pula untukemagkan pola
pengelolaan struktural. Adapun yang termasuk keandapola pengelolaan
struktural adalah sebagai berikut:
a. Perijinan
Perijinan usaha kepada kelompok PKL didasari menanis barang atau
jasa yang ditawarkan, waktu usaha dan lokasi tertéPerijinan bagi aktivitas
PKL dalam menjalankan usahanya didasari atas pgmatigan memudahkan
dalam pengaturan, pengawasan dan pembatasan jget@h membantu dalam
penarikan retribusi.Pemberian surat ijin lokasigndah diterapkan di Malaysia,
Singapura, Philipina dan Indonesia. (McGee dan ¥ed997, h.56-57) dalam
Octora (2006, h.40).
b. Pembinaan
Tindakan pengendalian dengan pembinaan terhadalgakupola pikir
para pedagang dan pelaksanaan aktivitas PKL sekaseluruhan karena
diketahui pola pikir PKL sebagian besar masih mitihgkat pendidikan relatif
rendah dan sederhana untuk menelaah peraturan gdagsehingga dapat

menimbulkan interpretasi yang salah dan kurangngahgiian mengenai
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visualisasi aktivitas secara keseluruhan. (McGee Waung, 1997, h.57-58)
dalam Octora (2006, h.41)
c. Bantuan atau pinjaman
Pemberian bantuan dan pinjaman seperti yang di ydiala dilakukan

untuk memberikan kesempatan pada PKL untuk berkeghdan meningkatkan
efisiensi bagi PKL yang telah ada. Pola ini bermgan erat dengan pihak lain
seperti swasta, LSM dan lainnya. (McGee dan Yeudy,7, h.59-60) dalam
Octora (2006, h.41).

Usaha penertiban para PKL di kawasan sempadarerabomo ini sebenarnya
menurut Perda Nomor 5 tahun 2007 ini termasuk upayartiban kedalam usaha
tertentu. Usaha tertentu ini didefinisikan sebaga&igala kegiatan usaha
masyarakat yang menggunakan fasilitas umum tampalizhan pemakaian para
PKL tersebut merupakan sarana irigasi, sehinggabpban penggunaan lahan
beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dernggan komersial dalam suatu
daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus menwgdenzin terlebih dahulu dari
Pemerintah Daerah dengan mengacu pada tata ruaggtsiah ditetapkan, serta
memberikan kompensasi yang nilainya setara denigga pembangunan jaringan
irigasi dan setara dengan biaya pencetakan lah@ighsi baru, yang diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri (Pas#eta Nomor 3 Tahun 2004
tentang irigasi). Oleh karenanya upaya penertilbén d® kawasan sempadan afvoer

bono berdasarkan pada lokasi usaha, dan bentuk yeain mereka dirikan.
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D. Kawasan PKL di Sepanjang Sempadan Afvoer Bono, Kecamatan
Gedangan sebagai Salah Satu Sentra Usaha Sektor Informal
Kawasan PKL sempadan afvoer bono berawal dari masytasetempat
membentuk sebuah kawasan dagang secara semi parmaihg meningkatkan
kesejahteraan ekonomi mereka. Sebagaimana dengglasan dari (Sugiono,
2009, h. 3-4), bahwa proses perkembangan ekonosyarakat yang di dominasi
kegiatan ekonomi sektor informal mempunyai hubunghlemgan eksistensi
kampung kota, maka dari penjelasan tersebut, kawssmpadan afvoer bono
merupakan kawasan yang memiliki dominasi kegiateonemi informal, dan
tidak lepas dari kawasan kampong kota. PendapaoiBu@2009, h.171) sendiri
menyatakan ruang publik menjadi kunci terhadap ggabdangan aktifitas usaha
mereka yang berjualan di sektor informal. Melalenfahaman tersebut, dapat
dikatakan kawasan sempadan afvoer bono merupakang rypublik yang
berfungsi sebagai sarana irigasi, namun justrutdraebut menjadikan kawasan
ini sebagai kunci perkembangan aktifitas sektoormfal. Pemahaman ruang
publik, dapat dipahami melalui pendapat Hardjan01(, h.60), yang
menjelaskan 3 kategori ruang usaha publik, angana |
a. Aktifitas yang dirancang untuk menghasilkan laba.
b. Aktifitas yang dibentuk untuk mendapatkan modal kalin(impas) tetapi
tidak menghasilkan laba.
c. Aktifitas yang secara parsial, tidak keseluruhaapad mendukung usaha

mereka sendiri.
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Aktifitas-aktifitas yang dilakukan para PKL di kasan sempadan afvoer
bono, merupakan kegiatan sektor informal di ruamglip, yang tidak lain dengan
tujuan untuk mendapatkan laba sebesar-besarnyant@n lokasi PKL sendiri,
jika mengacu pada peraturan baru yang di rilis petad, yakni Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2012atenPedoman Penataan dan
Pembinaan PKL, maka di sebutkan terdapat 2 jeRasigoeruntukan PKL, yakni
lokasi PKL yag bersifat sementara maupun perm&eah satu poin penting dalam
peraturan ini menjelaskan bahwa lokasi PKL yangsitagrpermanen merupakan
lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sabagmpat usaha PKL,
sedangkan lokasi PKL yang bersifat sementara adakxinpakan lokasi tempat
usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementaesalPL2 Permendagri Nomor
41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan PemBikba

Sedangkan penentuan lokasi PKL sebagaimana ygrapatkan oleh
Dyness (2001) dikutip Amiranti & Sudarma (2008,3Y), terdapat beberapa hal
yang menjadi pertanyaan penting menyangkut kebotyiesmetapan lokasi PKL
(street trader)di suatu area perkotaan. Pertanyaan tersebut ad@lah
apakah ada dukungan dari berbagtdkeholderdalam masyarakat untuk
penempatan lokasi PKL di tempat tersebut?, (2) re@ae padat populasi
penduduk di kawasan tersebut?, (3) apakah cukupala@lalu lintas orang?,
(4) apakah tersedia cukup ruang untuk tempat dagehg5) adakah tempat
pemberhentian bis di dekatnya?, (6) bagaimanakahcilon pembelinya?, (7)
apakah ada pesaingnya?, (8) Apakah ada fasilitasyipppanan tempat

dagangannya saat tutup?, fasilitas memadai untuldukeng peraturan kesehatan
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lingkungan?, (9) apakah ada fasilitas sanitasi ya@sg digunakan oleh PKL?, (10)
Apakah tersedia cukup penerangan di malam hari BEg?, dan (10) apakah
lokasi tersebut sesuai dengan peraturan setemiat@pas dari peraturan maupun
pemaparan para ahli tersebut, maka keberadaanPpdradi sempadan afvoer
bono merupakan pilihan lokasi bagi perkembanganfitakt para PKL di

Kabupaten Sidoarjo, untuk memenuhi kebutuhan hidapeka.



